
 

 

                                 

 

 

 

 

BUPATI SERANG  

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI SERANG 

NOMOR  18 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KONTINGENSI TSUNAMI YANG DISEBABKAN OLEH GEMPA BUMI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SERANG, 

 

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Serang memiliki kondisi geologis, 

geografis, hidrologis, demografis, sesiografis yang berpotensi 

rawan bencana, baik bencana alam atau non alam, maupun 

bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, 

kerugian material benda, dan kerugian dalam bentuk lain 

yang tidak ternilai; 

b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana alam tsunami yang 

disebabkan oleh gempa bumi dan mengembalikan kondisi 

pasca bencana diperlukan perencanaan secara terarah, 

terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua 

potensi yang ada di kabupaten Serang sehingga perlu dibuat 

rencana kontingensi bencana alam tsunami yang di sebabkan 

oleh gempa bumi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Alam Tsunami 

yang Disebabkan Oleh Gempa Bumi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang … 

 

 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4828); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019 

tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi 

Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 

tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 

2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 204); 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1088); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Serang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 04, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 

Nomor 04); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 

Nomor 05);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2016 Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2020 Nomor 44); 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN …  
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI 

TSUNAMI YANG DISEBABKAN OLEH GEMPA BUMI. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 

6. Bupati adalah Bupati Serang. 

7.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Serang. 

8.  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 

selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Serang yang 

secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. 

9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah 

adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana 

Daerah Kabupaten Serang yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana. 

 

10. Bencana ... 
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10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

11. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan 

bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat 

tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. 

12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor; 

13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 

berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan 

wabah penyakit. 

14. Masyarakat Terkena Bencana adalah manusia yang 

mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, 

fisik, mental maupun sosial. 

15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana; 

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah 

dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan 

rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai 

akibat dari dan/atau dampak buruk bencana. 

17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas 

dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk 

menanggulangi bencana. 

19. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk 

menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, 

meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok 

rentan dan pengurusan pengungsi. 

20. Tanggap Darurat ... 

 

 

20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
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dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, 

pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat. 

21. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan 

perbaikan darurat. 

22. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena 

bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan 

prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan 

melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

23. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya 

disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan 

pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan 

kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi 

pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 

24. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah tim yang 

mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan 

kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana 

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah 

pascabencana.; 

26. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah 

dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/ 

lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan 

pascabencana untuk periode waktu tertentu; 

 

27. Rencana Kontingensi … 

 

 

 

 

 

27. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke 

depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk 
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mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam 

situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan 

tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manejerial, serta 

tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama; 

28. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah suatu proses 

perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan 

menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis 

dan manejerial untuk penanganan darurat bencana dan 

disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana 

termasuk rencana Kontingensi dan informasi bencana untuk 

mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, 

efektif dan akuntabel; 

29. Sistem Komando Darurat Bencana selanjutnya disingkat SKD 

adalah suatu system penanganan darurat bencana 

berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BNPB/BPBD 

untuk mengerahkan sumberdaya dari instansi/lembaga, 

lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan 

darurat bencana yang efektif; 

30. Komando Darurat Bencana adalah organisasi penanganan 

keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang 

Komandan Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando 

dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang 

menganut satu komando dengan mata rantai dan garis 

komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando 

dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi 

terkait untuk pengerahan sumberdaya; 

31. Stat Komando (Command Staff) adalah pembantu Komandan 

Darurat Bencana dalam menjalankan urusan Sekretariat, 

Hubungan Masyarakat, Perwakilan instansi/lembaga serta 

Keselamatan dan Keamanan; 

32. Staf Umum (General Staff) adalah pembantu Komandan 

Darurat Bencana dalam menjalankan fungsi utama Komando 

Darurat Bencana untuk Bidang Operasi, Bidang Perencanaan, 

Bidang Logistik dan Peralatan serta Bidang Administrasi 

Keuangan untuk penanganan darurat bencana yang terjad; 

33. Fasilitas Komando Tanggap Bencana adalah personil, sarana 

dan prasarana pendukung penyelenggaraan penanganan 

darurat bencana yang dapat terdiri dari pusat komando, 

personil komando, gudang, sarana dan prasarana 

transportasi, peralatan, komunikasi dan informasi; 

 

34. Tim Reaksi ... 

 

 

 

34. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu tim yang 

dibentuk oleh Kepala BNPB/ BPBD terdiri dari instansi/ 
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lembaga teknis/ non teknis terkait yang bertugas 

melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi 

cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan 

sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan 

umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya 

alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat 

tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (need 

assesment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and 

losses assesment) serta memberikan dukungan 

pendampingan dalam penanganan darurat bencana. 

35. Rencana Kontingensi Bencana Alam Tsunami yang 

Disebabkan Oleh Gempa Bumi adalah rencana yang 

digunakan dalam keadaan tsunmi, atau situasi yang 

diperkirakan akan segara terjadi bencana alam tsunami yang 

disebabkan oleh gempa bumi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 

pedoman, perencanaan, kebijakan publik dan implementasi 

dalam upaya pengurangan risiko bencana tsunami yang 

disebabkan oleh gempa bumi di Daerah secara lebih terpadu 

dan efektif. 

 

(2) Rencana kontingensi bencana tsunami yang disebabkan oleh 

gempa bumi ini bertujuan sebagai landasan konseptual, 

landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam 

pengurangan risiko bencana di Daerah.  

 

BAB II 

RENCANA KONTINGENSI 
 

Pasal 4 

 

(1) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Alam Tsunami yang 

Disebabkan Oleh Gempa Bumi mempunyai sistematika 

sebagaimana berikut:  

 

 

BAB I ... 

 

 

 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : SITUASI 
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BAB III : TUGAS POKOK DAN SASARAN 

BAB IV : PELAKSANAAN 

BAB V : ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 

BAB VI : PENGENDALIAN 

BAB VII : DAFTAR LAMPIRAN 

 

(2) Rencana Kontingensi Bencana Alam Tsunami yang 

Disebabkan Oleh Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN RENCANA KONTINGENSI 
 

Pasal 3 

 

(1) Dokumen Kontingensi Bencana Alam Tsunami yang 

Disebabkan Oleh Gempa Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 

2 bersifat dinamis (living dokumen) yang akan 

dioperasionalkan setelah melalui rapid assessment sesaat 

setelah terjadi bencana tsunami yang disebabkan oleh gempa 

bumi. 

(2) Rencana Kongensi Bencana Alam Tsunami yang Disebabkan 

Oleh Gempa Bumi ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan apa 

bila tidak terjadi bencana akan dilakukan validasi sesuai 

dengan kondisi saat itu. 

(3) Rencana Kontingensi Bencana Tsunami yang Disebabkan 

Oleh Gempa Bumi dapat dioperasionalkan menjadi bahan 

masukan dalam penyusunan rencana operasi tanggap darurat 

tsunami yang di sebabkan oleh gempa bumi. 

 

BAB IV 

PENUTUP 
 

Pasal 5 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar … 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
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Kabupaten Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

 pada tanggal  24 Januari 2022 

     BUPATI SERANG, 

 

Ttd. 

 

RATU TATU CHASANAH 

 

 

Diundangkan di   Serang 

pada tanggal  24 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  SERANG 

 

  Ttd.  

 

 

       TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR  18 

 

 

 

 

 

  

 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN SERANG 

ttd 

SUGI HARDONO, SH., MM 

NIP. 19670321 199203 1 008 

 


